PANDUAN DISKUSI TERFOKUS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. PENGANTAR

Tahun 2011 yang akan datang Kementerian Hukum dan HAM akan mengajukan RUU Pemasyarakatan
sebagi materi pengganti dari UU Nomor 12 tahun 1995. Dalam setiap diskusi yang berkembang adalah
penilaian bahwa UU Pemasyarakatan yang ada saat ini sudah tidak cukup mengantispasi segala
perkembangan dalam sistemketatanegaraan dan fungsi pemerintahan serta seluruh sistem hukum yang
meliputinya. Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh kepada sistem Pemasyarakatan baik dalam konteks
pelaksanaan tugas teknis-substantif maupun tugas administrative—fasilitatif yang meliputi organisasi,
sumberdaya manusia, anggaran, mekanisme Pengawasan dan aspek lainnya.

Untuk menghasilkan RUU Pemasyarakatan yang mampu mengantisipasi perkembangan dan mendukung
pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di masa yang akan datang maka Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan terus berupaya menginisiasi diskusi terbatas demi kesempurnaan materi RUU
Pemasyarak-atan tersebut. Sistematika RUU Pemasyarakatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

BAB | : KETENTUAN UMUM

BAB Il : KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS!I DAN KEWENANGAN

BAB Ili : PERAWATAN DAN PELAYANAN TAHANAN

BAB 1V : PENGELOLAAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN

BAB V . PENDAMPINGAN, PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN
BAB VI : PEMBINAAN NARAPIDANA

BAB VI : PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
BAB VI . TIM PEMBINA PEMASYARAKATAN (TPP)

BAB X - KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BAB X : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB  XI| : SARANA PRASARANA

BAB Xl : PENGAWASAN

BAB Xl - KETENTUAN PERALIHAN

BAB  XIV - KETENTUAN PENUTUP

Guna mendapatkan masukan yang lebih terarah dan terfokus demi kesempurnaan perumusan RUU
Pemasyarakatan tersebut maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat beberapa
pertanyaan kunci yang dapat memandu peserta diskusi mempertajam pendapat dan masukannya
sebagaimana diuraikan pada lembar berikut.



B. PERTANYAAN KUNCI

1.

Bagaimanakah visi bapak/ibu tentang Pemasyarakatan ke depan?

Argumentasi apa yang dapat dijadikan arah dalam kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis yang
dapat menjadikan RUU pemasyarakatan ini mampu mengantisipasi perkembangan dan
mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di masa yang akan datang?

Berdasarkan visi Pemasyarakatan yang bapak/ibu usulkan bagaimanakan konsep RUTAN yang
ideal menurut bapak/ibu? Berkaitan dengan aspek teknis-susbtansi serta aspek administratif
fasilitatif di RUTAN maka hal penting apa saja yang menurut bapak/ibu perlu dimasukan dalam
RUU pemasyarakatan?

Berdasarkan visi Pemasyarakatan yang bapak/ibu usulkan bagaimanakan konsep RUPBASAN
yané ideal menurut bapak/ibu? Berkaitan dengan aspek teknis-susbtansi serta aspek
administratif fasilitatif di RUPBASAN maka hal penting apa saja yang menurut bapak/ibu perlu
dimasukan dalam RUU pemasyarakatan?

Berdasarkan visi Pemasyarakatan yang bapak/ibu usulkan bagaimanakan konsep BAPAS yang
ideal menurut bapak/ibu? Berkaitan dengan aspek teknis-susbtansi serta aspek administratif
fasilitatif di BAPAS maka hal penting apa saja yang menurut bapak/ibu perlu dimasukan dalam
RUU pemasyarkatan?

Berdasarkan visi Pemasyarakatan yang bapak/ibu usulkan bagaimanakan konsep LAPAS yang
ideal menurut bapak/ibu? Berkaitan dengan aspek teknis-susbtansi serta aspek administratif
fasilitatif di LAPAS maka hal penting apa saja yang menurut bapak/ibu perlu dimasukan dalam
RUU pemasyarkatan?

Dalam RUU ini diatur ketentuan yang berhubungan dengan perlakuan khusus kepada anak,
wanita, mereka yang dikategerikan narapidana resiko tinggi dengan assesment, dan narapidana
dengan perlakuan khusus lainnya. Menurut bapak/ibu hal penting apa saja yang periu
dimasukan dalam RUU Pemasyarakatan?

Dalam kerangka filosofis- -sosiologis tim pengamat Pemasyarakatan harusnya kental dengan
prinsip social support, social participation, dan social control. Di sisi lain secara historis-yuridis
TPP berkembang secara struktural dimulai dengan adanya unsur Badan Pengendali Usaha Teknis
Pemasyarakatan, kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan dan kemudian
menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Ke depan diharapkan Tim ini tidak hanya menjadi
pengamat tetapi berperan febih aktif untuk menjadi Pembina pemasyarakatan. Berdasarkan
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perkembangan yang ada saat ini dengan dua prespektif diatas menurut bapak/ibu terkait
substansi TPP hal penting apa saja yang perlu dimasukan dalam RUU Pemasyarakatan?

Prinsip kegotongroyongan sebagai nilai yang selaras dengan filosofi Pemasyarakatan telah
menempatkan kerjasama dan hubungan antara lembaga menjadi prioritas dalam subtansi RUU
Pemasyarakatan yang akan datang. Argumentasi dan catatan penting apa yang menurut
bapak/ibu harus dipertimbangkan dan diatur dalam RUU pemasyarakatan.

Salah satu aspek penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kinerja organisasi
Pemasyarakatan adalah kejelasan sistem manajemen sumber daya manusia pemasyarakatan.
Oleh sebab itu RUU membapak/ibung aspek ini perlu diatur secara jelas mulai dari rekrutmen,
diklat, pola dan jenjang karier. Menurut bapak/ibu prinsip apa saja yang perlu dimasukan dalam
draft RUU Pemasyarakatan ini terkait manajemen SDM tersebut?

Hingga kini belum ada pengaturan yang baku mengenai stbapak/ibur pemenuhan sarana
prasarana Pemasyarakatan oleh karena itu RUU Pemasyarakatan berupaya untuk mengatur hal
tersebut sebagai dasar utama pemenuhan stbapak/ibur fasilitas dalam menunjang pelaksanaan
tugés pemasyarakatan. Dengan pertimbangan tersebut bagaimana pendapat bapak/ibu . Jika
menurut bapak/ibu hal tersebut perlu dimasukan dalam RUU maka substansi penting apa saja
yang harus diatur dalam RUU tersebut?

Sebagai organisasi modern, Pemasyarakatan perlu mengapresiasi dan beradaptasi dengan
mekanisme Pengawasan baik secara internal maupun eksternal untuk menunjang peningkatan
kinerja SDM. Aspek Pengawasan ini sejalan dengan mekanisme pemberian reward and
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